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Abstrak. PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang
berlandaskan pada hukum Islam dengan melaksanakan prinsip-prinsip asuransi syariah di dalam
aktivitasnya. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan dana tabarru™ (zC _B) yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
Pelaksanaan perjanjian asuransi syariah harus terbebas dari hal riba, gharar (L_e)'dan maisir (U~'). Namun
dalam pelaksanaan perjanjian pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung masih terjadi gharar
(L#).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka peneliti akan meneliti hal yang menjadi
rumusan masalahnya, yaitu: 1) Apa saja prinsip-prinsip asuransi Syariah? 2) Bagaimana pelaksanaan
perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung? 3) Bagaimana analisis prinsip
asuransi syariah terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang
Bandung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari masalah yang
dirumuskan.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif dengan jenis data

yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari
penelitian lapangan dan data sekunder yaitu data atau pengetahuan yang diperoleh melalui studi
kepustakaan, tulisan artikel, jurnal, situs internet terpercaya dan sumber data lainnya.
Berdasarkan hasil data saat penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan: 1) Prinsip-prinsip asuransi
syariah ada sembilan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip keadilan, prinsip saling
kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan gharar (L_<) dan prinsip
larangan maysir (_~u<ll). 2) Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang
Bandung belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak melaksanakan
maksud janjinya, sehingga perikatan dalam pelaksanaan perjanjiannya belum dilaksanakan dengan benar. 3)
Prinsip asuransi syariah pada pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga
Cabang Bandung hanya dilaksanakan tujuh prinsip dan dua prinsip lainnya belum dilaksanakan dengan
maksimal baik dari pihak perusahaan maupun pihak peserta. Adapun prinsip yang belum dilaksanakan
dengan maksimal yaitu prinsip amanah dan prinsip larangan gharar (__<).

Kata Kunci : Takaful Keluarga, Prinsip Asuransi Syariah, Pelaksanaan Perjanjian.

A. Pendahuluan

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau
perdagangan yang diberikan penanggung (perusahaan asuransi) kepada yang
tertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian
(polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai
kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung
membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulannya.
Secara umum, asuransi syariah dipergunakan karena kita sebagai manusia memiliki
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sifat tidak kekal. Oleh karena keadaan yang tidak kekal tersebut, maka menimbulkan
keadaan yang tidak dapat diramalkan dan keadaan tersebut selalu menyertai kita dalam
melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap
kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu itu
secara langsung menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagi resiko.

Dalam pandangan Islam, kematian adalah urusan Allah dan manusia tidak
memiliki secuil kemampuan untuk memajukan atau menahan kedatangannya. Satu-
satunya yang manusia mampu hanyalah mengantisipasi dampak finansial yang muncul
bila sang pencari nafkah meninggal dunia. Berhadapan dengan segala resiko yang tak
diharapkan adalah fenomena alami yang dihadapi oleh masyarakat manapun. Resiko-
resiko tersebut dapat terjadi pada kehidupan seseorang, harta bendanya, ataupun bisnis
usahanya. Tujuan utama asuransi adalah untuk mendukung tanggung jawab bersama
antar kelompok yang terlibat dengan cara saling bekerjasama dan menjaga seseorang
dari resiko yang tak terduga. Asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada
dasarnya mengarah kepada membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling
membantu, saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama
lain. Islam tidak mengabaikan arti pentingnya perencanaan untuk mempersiapkan masa
depan serta kegiatan lembaga keuangan yang didirikan memang untuk mendatangkan
manfaat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya, dimana dalam hal ini
termasuk juga kegiatan asuransi. Kegiatan perasuransian yang diperkenankan adalah
dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah seperti
maisir/ Lews ) (perjudian), gharar/ £ (unsur ketidakjelasan), riba (bunga), dan lainnya.

Adapun rinsip-prinsip pada asuransi syariah itu sendiri adalah tauhid, keadilan,
tolong menolong, kerja sama, amanah, saling ridha, tidak adanya riba, larangan maisir
(Lex) dan larangan gharar (¢_.). Sedangkan pada pelaksanaan perjanjiannya masih
terdapat prinsip syariah yang dilanggar antara lain adalah gharar (£__) yaitu
ketidakjelasan akan suatu hal/benda apakah ia akan diperoleh atau tidak. Dimana
beberapa peserta pernah komplain ke PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung
karena ketika mereka berhenti ditengah jalan, uang mereka tidak kembali utuh. Hal
tersebut terjadi karena ada sebagian dari sales marketing yang tidak menjelaskan
ketentuan hak dan kewajiban secara rinci dan tidak ada pembacaan ulang polis sebelum
ditanda tangani peserta. Sehingga para peserta tidak jelas untuk seluruh isi yang tertera
dalam ketentuan perjanjian. Hal tersebut menjadi masalah karena seharusnya tidak ada
gharar pada aktivitas asuransi syariah.

B. Landasan Teori

Landasan Teori Asuransi Syariah
Definisi dari asuransi syariah menurut Ketentuan Umum Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN), yaitu Asuransi Syariah (7a min/ (=) | Takaful/ Jisd) | Tadhamun/
U= L=d) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru’ ( ¢C B ) yang
memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dari definisi tersebut tampak bahwa asuransi
syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan “ta’awun/
Usad ' yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah
islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka
(resiko). Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang
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dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan Dana Tabarru’ ( 2z B ).
Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah dan akan mendapat
alokasi bagi hasil (al-mudharabah/ =/¢7/%>[ ) dari pendapatan investasi bersih yang
diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan
kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik yang berupa
Klaim tunai maupun Klaim manfaat asuransi. Sedangkan, tabarru’ ( < [ ) adalah
derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi jika
sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life
maupun general insurance).

Landasan Teori Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah
Prinsip-prinsip pada asuransi syariah pada dasarnya sama dengan prinsip umum
yang terdapat di dalam asuransi konvensional. Hanya saja dalam asuransi syariah
diberikan beberapa prinsip tambahan yang semata-mata bersumber dari ajaran Islam dan
belum terliputi di dalam prinsip-prinsip umum asuransi. Prinsip-prinsipnya adalah
sebagai berikut:
a) Prinsip Tauhid ( 2=~ )
Prinsip tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. la merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada
dalam syariah Islam. Dalam berasuransi harus diperhatikan bagaimana seharusnya
menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai
ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada
semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan selalu
berada bersama kita.
b) Prinsip Ta'awun/ U3 (Tolong-menolong)
Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi (pemegang polis) ketika
melangsungkan akad, harus memiliki niat baik dan dalam hal kemaslahatan untuk
tolong menolong di antara atau dengan sesama peserta yang lain.
c) Prinsip Keadilan/ J31 (Justice)
Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan
kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi. Pertama, peserta asuransi harus
memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran
uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan
mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa
kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola
dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada peserta.
d) Prinsip Saling Kerjasama/ <13\ = (Cooperation)
Baik peserta maupun perusahaan asuransi telah sama-sama menyetujui untuk
bekerja sama secara hukum, dimana peserta menyediakan modal melalui
pembayaran premi kepada sang perusahaan asuransi, yang menjadikan perusahaan
untuk menginvestasikan dana kontribusi yang terakumulasi tersebut dalam sebuah
bisnis. Sedangkan di sisi lain, sebagai balasan dari kontribusi pembayaran,
perusahaan menyetujui untuk mengkompensasikan ganti rugi bagi peserta dalam
hal terjadi kehilangan/kerusakan tak terduga atau resiko lainnya.
e) Prinsip Amanah/ &
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai- nilai
akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan
keuangan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam
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bermuamalah dan melalui auditor public tiap periode. Sedangkan prinsip amanah
yang berlaku pada peserta asuransi adalah peserta berkewajiban menyampaikan
informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan
tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya.
f) Prinsip Kerelaan/ o=C«>[ (Al-ridho)
Prinsip kerelaan ini menyatakan bahwa terdapat keharusan untuk bersikap rela dan
ridho dalam setiap melakukan akad, dan tiada paksaan antara pihak-pihak yang
terikat oleh perjanjian akad.
g) Prinsip Larangan Riba
Secara umum, prinsip larangan riba adalah larangan untuk mengambil tambahan,
baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau
bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.
h) Prinsip Larangan Gharar/ u¢
Yang dimaksud dengan gharar/__¢ adalah ketidakjelasan.
i) Prinsip Larangan Maisir/ s~} (Perjudian)
Kata maisir/_~ll secara harfiah adalah memperolah sesuatu dengan sangat mudah
tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut
dengan berjudi.

Landasan Teori Perjanjian Asuransi Menurut Hukum Islam

Dalam Al- Qur’an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu
Al- ‘Agdu/ 352 (akad) atau Al-‘Ahdu/ w+<[ (janji). Pengertian akad menurut para
ahli hukum Islam adalah perikatan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan)
yang dibenarkan oleh syara’ (hukum Islam). Abdoerracoef mengemukakan terjadinya
suatu perikatan/ 3= (Al- ‘4gdu) melalui tiga tahap, yaitu:

1. Al-‘Ahdu/ w+[<>[ (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya
dengan kemauan orang lain.

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu
atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh
pihak pertama, dimana persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak
pertama.

3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka
terjadilah apa yang dinamakan ‘agdu/ %1 . Maka yang mengikat masing-
masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian bukan lagi ‘ahdu/ w+<>[ atau
perjanjian, tetapi ‘aqdu/ 1 (perikatan).

C. Hasil Penelitian

Prinsip Asuransi Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Dari sembilan prinsip, hanya tujuh prinsip yang telah dijalankan oleh PT.
Asuransi Takaful Keluarga. Prinsip yang dijalankan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-
menolong, prinsip keadilan, prinsip saling kerjasama, prinsip kerelaan, prinsip larangan
riba dan prinsip larangan maysir (o). Sedangkan dua prinsip lainnya belum
maksimal dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful , yaitu prinsip amanah dan prinsip
larangan gharar (_2).

Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Keuangan dan Perbankan Syariah, Gelombang 2, Tahun Akademik 2014-2015



18 | Sri Wahyuni, et al.

Dari pendapat Abdoerraocef yang telah disebutkan pada landasan teori, masih
adanya satu tahap dalam pelaksanaan perjanjian di PT. Asuransi Takaful Keluarga yang
belum maksimal. Dimana masih adanya calon peserta yang tidak melaksanakan maksud
janjinaya, yaitu ketika calon peserta tidak memberikan informasi yang benar pada saat
mengisi data-data mengenai riwayat kesehatannya. Sehingga pada kenyataannya
perikatan dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan benar

Analisis Prinsip Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Asuransi
Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian pada PT. Asuransi Takaful Keluarga
masih belum dijalankan dengan maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dalam prinsip dan
pelaksanaan perjanjiannya. Prinsip asuransi syariah itu sendiri ada sembilan yaitu
prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip keadilan, prinsip saling kerjasama,
prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan gharar dan
prinsip larangan maysir. Namun ada dua prinsip yang belum dilaksanakan dengan
maksimal dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa, yaitu:

1. Prinsip Amanah

Prinsip amanah belum dilaksanakan dengan maksimal dalam pelaksanaan

perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga, hal tersebut terlihat

masih ada pihak calon peserta yang tidak memberitahukan semua keadaannya,

terutama pada saat menjawab pertanyaan mengenai riwayat kesehatan.

2. Prinsip Larangan Gharar

Masih adanya gharar/ __¢ (ketidakpastian) dalam pelaksanaannya, hal tersebut

bisa dilihat pada obyek tidak berwujud seperti ketidakjelasan berapa besar

manfaat yang akan diterima peserta seperti pembagian surplus underwriting.
Dari uraian analisis prinsip syariah terhadap pelaksanaan perjanjian, masih kurang
maksimalnya pelaksanaan antara peserta dan perusahaan. Pihak perusahaan harus lebih
memperjelas pembagian surplus underwriting dan lebih cermat dalam memperoleh
informasi mengenai calon nasabah, terutama mengenai riwayat kesehatannya. Hal
tersebut berguna untuk meminimalisir resiko kerugian bagi perusahaan, sehingga dalam
pelaksanaan perjanjian tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak peserta maupun
perusahaan.

D. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip asuransi syariah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan
perjanjian ada sembilan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip
keadilan, prinsip saling kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip
larangan riba, prinsip larangan gharar (L¢) dan prinsip larangan maysir (L-ul).

2. Pelaksanaan perjanjian di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung
belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya salah satu
pihak yang tidak melaksanakan maksud janjinya, yaitu nasabah tidak
memberikan informasi yang benar pada saat mengisi data mengenai
kesehatannya. Sehingga perikatan dalam pelaksanaan perjanjiannya belum
dilaksanakan dengan benar.

Prinsip asuransi syariah pada pelaksanaan perjanjian di PT. Asuransi Takaful Keluarga
Cabang Bandung hanya ada tujuh yang dilaksanakan dengan maksimal dan dua prinsip
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lainnya belum dilaksanakan dengan maksimal. Prinsip yang belum dilaksanakan dengan
maksimal yaitu prinsip amanah dan prinsip larangan gharar (L¢). Prinsip amanah
belum dilaksanakan dengan maksimal dari pihak perusahaan seperti belum menyajikan
laporan keuangan per kantor cabang disetiap daerah. Dari pihak peserta yaitu masih ada
pihak calon peserta yang tidak memberitahukan semua keadaannya, terutama pada saat
menjawab pertanyaan mengenai riwayat kesehatan. Sedangkan prinsip larangan gharar
(ue) belum dilaksanakan dengan maksimal oleh pihak perusaaan yaitu terlihat pada
obyek tidak berwujud seperti ketidakjelasan berapa besar manfaat yang akan diterima
peserta, serta untuk siapa dan berapa besar alokasi/pembagian dari surplus underwriting
dana tabarru’ (zC_B).
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